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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 

Keseluruhan kaedah dan keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat serta pada pelaksanaannya dapat dipaksakan yang 

wujudnya berupa sanksi merupakan pengertian secara umum dari Hukum, pada 

pengertian tersebut pendangan Hukum itu sendiri sangat dinamis dan sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan yakni mengatur masyarakat agar tercapainya 

keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan.1 Sistem peradilan pidana di 

Indonesia merupakan cerminan penegakkan hukum pidana formil dan salah satu 

usaha dari negara untuk menjamin keadilan serta kepastian penjatuhan sanksi 

terhadap proses peradilan itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem peradilan 

pidana yang terdiri atas sub-sub sistem yang berkaitan dan berhubungan satu sama 

lain, serta membentuk organ-organ yang bekerja dengan berpedoman pada tugas 

pokok dan fungsinya secara teratur. Sub-sub sistem peradilan pidana tersebut 

merupakan rangkaian dari proses yakni pra-ajudikasi, ajudikasi, dan purna 

ajudikasi. 

Rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia bisa kita lihat dimulai dari 

tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga terdakwa dimasukkan 

kedalam lembaga Pemasyarakatan. Patut diketahui bahwa komponen sistem 

peradilan pidana  antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan 

 
1Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang: PT. Suryandaru 

utama, 2015), hlm. 23-25.  



2 
 

 
 

Lembaga pemasyarakatan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau 

dikenal dengan KUHAP adalah aturan mengenai bagaimana Hukum Acara Pidana 

itu sendiri bekerja sebagaimana mestinya, berdasarkan hal tersebut KUHAP 

mengatur 3 jenis putusan hakim dalam proses peradilan pidana yakni, Putusan 

Pemidanaan terhadap terdakwa2, putusan membebaskan terdakwa3, dan Putusan 

Lepas dari segala bentuk tuntutan hukum kepada terdakwa4. Landasan formil inilah 

yang menjadi acuan bagi terlaksananya proses peradilan pidana yang adil dan 

berkemanusiaan serta memberikan perlindungan bagi tersangka, terdakwa, ataupun 

tertuduh sebagai subjek hukum. Landasan formil inilah yang menjadi acuan bagi 

terlaksananya proses peradilan pidana yang adil dan berkemanusiaan serta 

memberikan perlindungan bagi tersangka, terdakwa, ataupun tertuduh sebagai 

subjek hukum.5 

Komponen-komponen tersebut bekerja sama dengan tujuan untuk 

membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi satu sama lain. 

Kedudukan terdakwa bisa sangat dirugikan apabila komponen ini tidak bekerja 

secara terpadu dan terintegrasi.  

 

 
2 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps 193 ayat (1) Menyatakan Bahwa, Jika pengadilan 

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 

pengadilan menjatuhkan pidana. 
3 Ibid, Ps 191 ayat (1) Menyatakan Bahwa, Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 

pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.  
4 Ibid, Ps 191 ayat (2) Menyatakan Bahwa, Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 
5 Mien Rukmini, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di 

Indonesia (Bandung: Rosda, 2013), hlm. 168.  
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Menurut Mardjono Reksodipoetro kerugian yang timbul antara lain : 6 

1. Kegagalan dan keberhasilan instansi tidak bisa dinilai oleh instansi itu sendiri; 

2. Instansi sebagai komponen peradilan pidana tidak efisien dalam mencari solusi 

masalah pokok yang terjadi selama proses peradilan pidana; 

3. Ketidakjelasan dalam hal pertanggungjawaban dalam suatu instansi 

mengakibatkan kurang efektifnya proses peradilan pidana di dalamnya. 

Prinsip “fairness” dan “trial independency” merupakan prinsip yang 

diakui secara luas dalam manajemen peradilan tentang pentingnya mekanisme 

upaya hukum, baik sebagai bagian dari keseimbangan dan pemenuhan hak-hak 

pihak yang berkepentingan pada proses peradilan pidana. Sistem peradilan Pidana 

Indonesia sudah mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang merugikan 

terpidana maupun terdakwa selama proses peradilan pidana itu berlangsung, hal ini 

merupakan wujud peran aktif penegakan hukum yang adil serta cita-cita luhur 

negara Indonesia sebagai negara Hukum. Implementasi penegakan Hukum untuk 

mencapai tujuan Hukum dengan terlaksananya Kepastian, Kemanfaatan, dan 

Keadilan proses peradilan pidana yang bersih dan berwibawa. Lembaga peradilan 

dapat disebut baik tidak hanya selama proses berlangsung mengedepankan 

kejujuran dan tidak memihak, tetapi terdapat kriteria yang harus dipenuhi yakni 

asas keterbukaan, korektif dan retroaktif. 

Upaya hukum merupakan harapan untuk meluruskan dan mengoreksi 

kesalahan yang termuat dalam putusan akhir Majelis Hakim, dimana koreksi yang 

 
6 Seno Wibowo Gumbira, “Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan 

Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014,” Jurnal 

Hukum Dan Pembangunan 146 (Maret 2016), hlm. 4. 
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dilakukan bertujuan menegakkan hukum dan kebenaran.7 KUHAP mengatur Upaya 

Hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa atau terpidana dan ahli warisnya yang 

terbagi menjadi dua yaitu: Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. 

Pada Upaya hukum biasa ada upaya hukum banding,8 dan upaya hukum kasasi9. 

Upaya hukum luar biasa terdiri dari upaya hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum 

Pada upaya hukum luar biasa terdapat upaya hukum kasasi demi kepentingan 

hukum (KDKH) dan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), kasasi 

demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat 

diajukan oleh jaksa agung pada putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan 

Tinggi (PT).10  

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa pada putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap pada proses peradilan tingkat pertama, tingkat 

banding, ataupun tingkat kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung.11 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya sudah berusia kurang lebih 40 

tahun, akan tetapi keberlakuan Pasal 263 KUHAP mengenai PK sebagai upaya 

hukum luar biasa dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan menimbulkan 

multitafsir, karena dalam kenyataannya praktisi maupun pakar hukum serta 

tertuang dalam KUHAP, bahwa sewajarnya yang dapat mengajukan PK adalah 

 
7 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali) (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 

586. 
8 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209,  Pasal 233. 
9 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 244 
10 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 259 ayat (1) Menyatakan Bahwa : “Demi 

kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari 

pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh 

Jaksa Agung”. 
11 Paingot Rambe Manalu, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan (Jakarta: Novindo 

Pustaka Mandiri, 2011), hlm.212. 
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terpidana atau ahli warisnya berdasarkan Pasal 263 ayat (1), namun pihak lain yang 

mempunyai kepentingan mewakili korban dan negara yakni Jaksa Penuntut Umum 

dianggap tidak mempunyai kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali.12 

Tabel 1.1 

Jumlah Perkara yang Masuk Ke Mahkamah Agung Berdasarkan Jenis 

Permohonan Tahun 2008-2018 

NO. TAHUN KASASI PK GRASI TOTAL 

1.  2008 9,704 1,634 0 11,338 

2.  2009 10,576 1,480 11 12,067 

3.  2010 10,905 2,283 292 13,480 

4.  2011 10,336 2,540 64 12,940 

5.  2012 10,753 2,570 37 13,360 

6.  2013 9,799 2,426 36 12,261 

7.  2014 9,750 2,617 61 12,428 

8.  2015 11,109 2,755 41 13,905 

9.  2016 11,045 3,487 49 14,581 

10.  2017 11,396 3,975 59 15,430 

11.  2018 11,465 5,526 66 17,057 

 

Sumber: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 13 

Tabel 1.1 diatas memperlihatkan bahwasanya, rentang waktu antara 2008 

hingga 2018 didapatkan data data bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada 

tahun 2018 yakni jumlah total perkara yang masuk ke Mahkamah Agung berjumlah 

 
12 H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum (Malang: UMM Press, 2017), 

hlm. 232. 
13 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, “Statistik Data Perkara Mahkamah 

Agung” https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung, di akses pada tanggal 7 Agustus 

2021. 

https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung
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17,134 perkara dengan rincian 11,465 perkara pada tingkat Kasasi, 5,526 perkara 

pada tingkat Peninjauan Kembali, dan 66 Perkara dalam pengajuan grasi. Hal ini 

menunjukkan trend peningkatan yang signifikan dibanding dengan Tahun 2008 

yakni 11,338 perkara yang masuk ke mahkamah agung dengan rincian 9,704 pada 

tingkat Kasasi dan 1,634 pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). 

Gambar 1.1  

Jumlah Perkara Pidana yang Masuk Ke Mahkamah Agung Tahun 2008-

2019 

 

 
Sumber: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Ibid. 
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Gambar 1.2  

Jumlah Perkara Peninjauan Kembali Pidana yang Masuk Ke Mahkamah 

Agung Tahun 2008-2019 

 

 
Sumber: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan 15 

 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 total perkara pidana 

yang diadili di Mahkamah Agung berjumlah 6,367 kasus dan pada pengajuan upaya 

hukum luar biasa Kasasi cenderung lebih banyak yakni 5,863 kasus dibandingkan 

dengan pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali yakni 504 kasus. 

Perkara Peninjauan Kembali pidana berdasarkan gambar 1.2 dispesifikkan Kembali 

menjadi dua jenis yakni perkara peninjauan kembali kasus Pidana Umum dan 

perkara peninjauan kembali kasus Pidana Khusus, dengan total PK pada tahun 2019 

berjumlah 416 kasus pidana khusus dan 88 kasus pidana umum. 

Peninjauan Kembali memang tidak mempunyai definisi khusus, namun 

menurut Andi Hamzah PK adalah wujud perlindungan hak terpidana dan ahli 

warisnya untuk memohon perbaikan putusan pengadilan akibat kelalaian dan 

 
15 Ibid. 
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kekhilafan hakim menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.16 

Pendapat lain menurut Adami Chazawi Peninjauan Kembali pada dasarnya upaya 

hukum yang diupayakan terpidana atau ahli warisnya bermaksud untuk melakukan 

perlawanan terhadap putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. KUHAP 

mengatur peninjauan Kembali pada Pasal 263 ayat (1), secara limitatif yaitu :  

a. Putusan pengadilan yang diajukan dalam upaya Hukum luar biasa PK 

merupakan Putusan berkekuatan Hukum tetap; 

b. Tidak merupakan Putusan bebas dari pemidanaan ataupun Putusan Lepas dari 

segala Tuntutan; 

c. Peninjauan Kembali diupayakan oleh terpidana dan ahli warisnya. 

Berikut pada ketentuan Pasal 263 ayat (2), diuraikan syarat-syarat dalam 

mengajukan peninjauan Kembali:  

a. Diduga kuat bahwa apabila terdapat suatu keadaan baru yang diketahuai pada 

waktu proses sidang berlangsung, yang menguntungkan terdakwa atau 

terpidana berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum ataupun 

tuntutan penuntut umum atau dimungkinkan pidana yang lebih ringan dari 

putusan sebelumnya. 

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut mempunyai 

dasar pertimbangan yang dinyatakan bertentangan dengan satu dan lainnya. 

c. Putusan tersebut secara nyata dan terbukti merupakan suatu kekhilafan dan 

kekeliruan majelis hakim. 

 
16 Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana (Jakarta: Bina 

Aksara, 2014), hlm. 4. 
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Pada Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa : 17 

 “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap 

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan 

peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang 

didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan”. 

Pengaturan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa : 

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan 

Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan 

tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”.  

Pada perkara perdata jelas rumusan Pasal ini ditunjukkan untuk penggugat dan 

tergugat sedangkan pada perkara pidana dari rumusan Pasal ini tidak dijelaskan 

mengenai pihak-pihak yang bersangkutan. 

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis, berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa peninjauan Kembali merupakan 

upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sejalan dengan perkembangan proses 

peradilan pidana Indonesia dapat ditemukan praktek Peninjauan Kembali yang 

diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mahkamah Konstitusi telah menanggapi 

permasalahan kewenangan pengajuan Peninjauan Kembali ini dengan menafsirkan 

pada putusan Putusan Nomor 33/PUUXIV/2016 yang pada amar putusannya 

menegaskan bahwa Pasal 263 ayat (1) secara inkonstitusional bersyarat 

 
17Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 79. 
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bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sepanjang 

diartikan selain secara eksplisit dalam norma a quo.  

Putusan MK ini sendiri merupakan timbal balik dari permasalahan 

peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, yang mana di dalam KUHAP diatur 

bahwa kewenangan permohonan peninjauan Kembali ada pada terpidana atau ahli 

warisnya,18 dan ditegaskan lagi pada putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016. 

Penafsiran yang dilakukan oleh MK jelas telah mengenyampingkan yurisprudensi 

Mahkamah Agung dalam memutus perkara peninjauan Kembali yang diajukan oleh 

jaksa penuntut umum. akan tetapi jaksa berpegang teguh bahwa mempunyai 

kewenangan dalam hal pengajuan PK atas dasar Pasal 263 ayat (3) KUHAP,19 dan 

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman,20 jika memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (3) tersebut tentunya 

tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya mengajukan Peninjauan Kembali, 

mengingat bahwa ketentuan tersebut tidak menguntungkan apabila dijadikan dasar 

dalam pengajuan peninjauan kembali. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Putusan Nomor 12 

PK/Pid.Sus/2009 21, perkara pidana khusus tindak pidana korupsi dengan terpidana 

 
18 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps 263. 
19 Ibid, Ps 263 ayat (3), Menyatakan bahwa, Atas dasar alasan yang sama sebagaimana 

tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang 

didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. 
20 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 

2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076,  Ps 24 ayat (1) : “Terhadap putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan 

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang 

ditentukan dalam undang-undang”. 
21 Skandal korupsi bank bali yang melibatkan Joko Soegiarto Tjandra pada tahun 1999 terkait 

pengalihan hak tagih bank bali, pengalihan hak tagih atau dikenal cessie  adalah pengalihan piutang 

dengan cara menjual hak tagih kepada pihak ketiga. Hak tagih tersebut dialihkan kepada pihak ketiga 
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Joko Soegiarto Tjandra, berdasarkan dakwaan primair yang diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang 

Nomor : 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana.22 

Pendekatan Putusan berikutnya dalam penelitian ini yakni putusan Nomor 

55 PK/Pid.Sus/2009 23 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri 

Jakarta Timur dalam perkara terpidana Hamid Djiman, Pada peradilan tingkat 

pertama Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1883/ Pid.B/2005/PN.Jkt.Tim, 

tanggal 13 Februari 2006  Hamid Djiman di vonis  bersalah dan dihukum 14 tahun 

penjara. 

Berdasarkan uraian dan putusan pada penelitian ini mengingat terjadinya 

dualisme penafsiran serta ketidakjelasan kewenangan JPU mengenai upaya hukum 

 
yang mana pengalihan tersebut dilakukan dengan cara cessie, pada peradilan tingkat pertama 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan putusan No. 156/PID.B/2000/PN.Jak.Sel. memvonis Joko 

Soegiarto Tjandra terbukti bersalah, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana dan Joko 

Soegiarto Tjandra dibebaskan. Kejaksaan agung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan 

dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1688 K/PID/2000 tanggal 28 Juni 2001 yang 

amar lengkapnya menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Jakarta Selatan, pada saat itu hakim kasasi yaitu hakim agung Artijo Alkostar melakukan dissenting 

opinion terhadap putusan Joko Soegiarto Tjandra. Kejaksaan agung mengambil alih kasus Joko 

Tjandra serta mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK), Peninjauan 

Kembali oleh Jaksa penuntut umum tersebut diterima oleh Mahkamah Agung yang akhirnya 

memutus bersalah dan menghukum Joko Soegiarto Tjandra dua tahun penjara. 
22 Kompas, “Kasus Djoko Tjandra, Apa Itu Cessie Bank Bali”, www.money.kompas.com, di 

akses pada tanggal 8 Agustus 2021 
23 Kasus Korupsi Jakarta outer Ring Road (JORR) diawali dengan perbuatan terpidana 

merekayasa bukti-bukti kepemilikan tanah sehingga tanah yang menjadi target pembebasan lahan 

pembangunan Tol JORR seolah olah milik TNI AD yang telah dibebaskan kepada warga pada tahun 

1958, tetapi warga yang mempunyai lahan tersebut mengaku tidak pernah menyerahkan tanahnya 

kepada TNI AD. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 59/Pid/2006/ PT.DKI., 

tanggal 24 April 2006 yang amar lengkapnya Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur, tanggal 13 Februari 2006, No. 1883/Pid.B/2005/PN.Jkt.Tim, dan pada tingkat kasasi 

Mahkamah Agung RI No. 2214 K/Pid/2006, yang pada amarnya mengabulkan permohonan kasasi 

dari pemohon Hamid Djiman dan membatalkan putusan sebelumnya serta menyatakan terdakwa 

tidak bersalah. Kejaksaan Agung  Kembali mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa PK terhadap 

kasus Hamid Djiman, namun berbeda dengan putusan sebelumnya, Mahkamah Agung menyatakan 

tidak dapat menerima Peninjauan Kembali dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta 

Timur. 
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Peninjauan Kembali sebelum adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan 

terpangkasnya kewenangan Jaksa penuntut Umum pasca putusan tersebut,  dalam 

hal jaksa penuntut umum berwenang mengajukan PK akan membawa dampak 

banyak penafsiran dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, penulis 

tertarik menganalisis permasalahan kewenangan jaksa dalam mengajukan 

Peninjauan Kembali (PK) dalam karya tulis yang berjudul Upaya Hukum Luar 

Biasa (Peninjauan Kembali) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia (Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Dan 

Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009). 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan 

ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Upaya 

Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) menurut Hukum Positif di 

Indonesia? 

2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 

dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009? 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah diatas, maka berikut 

merupakan tujuan dari penelitian ini : 

1. Mengkaji kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Upaya Hukum 

Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) menurut Hukum Positif di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12 

PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan, penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan 

permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

pemikiran serta pengetahuan mengenai bagaimana kedudukan Jaksa Penuntut 

Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung 

dalam Hukum Positif di indonesia. Penulis juga berharap skripsi ini 

mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian 

penelitian yang ingin dicapai dan pemikiran serta pengetahuan bagi 

perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin 

mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam dalam memutuskan perkara 

Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
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2. Manfaat Praktis  

Besar harapan Penulis dari penelitian ini dapat memberikan jawaban 

atas permasalahan yang akan diteliti. Serta dalam penelitian ini diharapkan 

dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak terkait 

tentang bagaimana pengaturan mengenai kedudukan Jaksa Penuntut Umum 

dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Bagi penulis, penelitian ini 

berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum. Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis berguna dalam 

hal melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji peraturan 

Perundang-Undangan khususnya bagaimana kedudukan jaksa penuntut umum 

dalam mengajukan PK dan bagaimana dasar pertimbangan bagi penegak 

hukum (hakim) dalam memutuskan perkara Peninjauan Kembali yang diajukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan yang penulisan ajukan, menurut hemat 

penulis agar tidak terlalu luas dan tidak menimbulkan kerancuan dalam 

pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada 

bagaimana kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan 

Kembali dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 

dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009. 
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F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan abstraksi dari sebuah pemikiran atau rancangan 

acuan untuk menggambarkan kejadian, fenomena dan keadaan suatu 

permasalahan dalam hubungan antara logis dan konsep, serta didefinisikan 

sebagai suatu proporsi yang terintegrasi secara sistematis dengan aturan-aturan 

tertentu untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini penulis 

dalam mengurai permasalahan menggunakan teori, sebagai berikut : 

 

1. Teori Putusan Hakim 

Tahapan penting dari suatu perkara adalah putusan hakim pada 

perkara yang sedang diadili dan diperiksa oleh majelis hakim. Pada 

praktiknya pemberian putusan akhir oleh hakim memuat hal-hal, yaitu :24 

a. Putusan yang memuat peristiwa tindak pidana, pada proses pembuktian 

apakah terdakwa mengakui atau terbukti melakukan perbuatan yang 

dituduhkan. 

b. Putusan mengenai kaidah hukum, kejadian yang sebenarnya terjadi pada 

saat perbuatan itu dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana dan pada 

saat melakukan terdakwa benar dalam keadaan sadar dan dapat dikenai 

sanksi dalam hukum pidana. 

c. Putusan memuat sanksi, merupakan lamanya pemidanaan yang 

dijatuhkan pada terdakwa dan apabila terdakwa dapat melakukan 

pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah diperbuat. 

 
24 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 74. 
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Badan peradilan sebagai Lembaga penegak hukum yang memiliki 

kekuasaan kehakiman dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia 

dan diimplementasikan dalam bentuk Putusan-putusan. Kekuasaan yang 

dimiliki oleh hakim sejatinya berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan yang 

dirumuskan oleh montesqueiu supaya pada pelaksanaan penjatuhan putusan 

terhadap terdakwa merupakan putusan yang seadil-adilnya, sebaliknya 

apabila Batasan tersebut tidak diilhami maka kebebasan yang dimiliki akan 

menimbulkan sikap tidak berkeadilan.25 Seorang hakim menjatuhkan putusan 

menggunakan sistem pembuktian negatif, yang merupakan prinsip 

pembuktian terhadap suatu peristiwa berdasarkan keyakinan seorang hakim 

dan berlandaskan integritas moral yang adil. Keyakinan yang dimiliki seorang 

hakim tidak mengenyampingkan alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang, 

pada intinya pada proses penjatuhan putusan majelis hakim tidak hanya 

mengkaji berdasarkan aturan yang berlaku atau aspek yuridis namun juga 

melihat dari aspek hati nurani sebagai manusia dari hakim tersebut. 

Aspek yuridis yang menjadi pedoman hakim menjatuhkan putusan 

sebagaimana ditentukan Undang-Undang, majelis hakim dalam menjatuhkan 

sanksi tidak boleh lebih rendah dari batas minimal hukuman yang seharusnya 

ditentukan oleh Undang-Undang dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan 

hukuman diatas batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh 

Undang-Undang.  

 
25 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011), hlm. 102. 
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Menurut Mackenzie, terdapat beberapa asas yang dapat menjadi 

pedoman hakim, yaitu :26 

a. Asas keseimbangan 

Asas ini mengatur keseimbangan syarat-syarat sebagaimana 

ditentukan Undang-Undang dengan menyelaraskan terhadap 

kepentingan pihak-pihak yang berperkara 

b. Asas Pendekatan Seni dan Intuisi 

Kewenangan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 

merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Kewenangan tersebut 

harus mempertimbangkan keadaan dan menyesuaikan perkembangan 

hukum sehingga pada saat penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak 

pidana, hakim akan mempertimbangkan keadaan dari pelaku tersebut dan 

mempertimbangkan juga dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum 

pada saat persidangan berlangsung, pendekatan ini dikenal dengan 

pendekatan seni dan intuisi ataupun naluri pribadi seorang hakim. 

c. Asas Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan keilmuan merupakan titik tolak dari pemikiran 

seorang hakim yang pada dasarnya menjelaskan bahwa penjatuhan 

sanksi pidana kepada terdakwa harus dilakukan dengan penuh kehati-

hatian serta terstruktur terhadap putusan sebelumnya sebagai 

yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara saat ini agar terciptanya 

keseragaman putusan hakim. 

 

 
26 Ibid. 
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d. Asas Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman yang dimiliki oleh hakim dalam menghadapi 

perkara menjadi salah satu pedoman dalam mempertimbangkan putusan 

akhir yang akan dijatuhkan nantinya, hal ini dapat membantu seorang 

hakim untuk menyikapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam 

perkara-perkara yang di hadapi. 

e. Asas “Ratio Decidendi” 

Asas ini didasari oleh landasan filosofis yang nantinya menjadi 

pertimbangan hakim dari segala aspek yang saling berkaitan terhadap 

proses mengadili suatu perkara dan kemudian mengkaji aturan hukum 

yang sesuai dengan perkara tersebut dengan mengedepankan motivasi 

yang jelas dari pertimbangan hakim untuk mencapai suatu kebenaran 

dan tidak salah dalam menerapkan aturan hukum sehingga tidak 

merugikan pihak terkait. 

f. Asas kebijaksanaan 

Asas kebijaksanaan menekankan bahwa komponen masyarakat 

dan pemerintah serta lingkungan terdekat pelaku yakni keluarga ikut 

bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan terdakwa untuk 

memberikan bimbingan, pembinaan dan perlindungan hak terdakwa, 

sehingga setelah menjalankan proses pelaksanaan putusan pidana dapat 

menjadi manusia yang terdidik dan tidak mengulangi perbuatan 

sebelumnya. Dibutuhkan putusan yang seadil-adilnya dari seorang 

hakim dan sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku, Van 

Apeldoorn menjabarkan, seorang hakim wajib berpedoman pada : 
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1) Kejadian-kejadian konkrit di masyarakat haruslah menyesuaikan 

dengan faktor-faktor yuridis dan non yuridis serta juga 

berkesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku; 

2) Apabila terjadi kekosongan hukum, penambahan aturan serta kaidah 

hukum dapat dilakukan apabila perlu. 

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pertimbangan 

mengeluarkan putusan adalah bagaimana penguatan kelembagaan dari 

kehakiman itu sendiri sebagai suatu tujuan dan implementasi sebuah 

penerapan hukum yang berkeadilan, hakim sendiri mengemban Amanah dan 

harapan dikarenakan pada saat seseorang diadili dan memiliki kepentingan 

hukum dalam sebuah proses peradilan, maka hakimlah yang menjadi pintu 

terakhir untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat, penguatan 

kelembagaan kehakiman adalah aspek yang harus menjadi fokus kajian dan 

kebijakan dari pembuat Undang-Undang agar tidak lagi ditemui dalam suatu 

perkara seorang hakim salah menerapkan hukum maupun bersikap tidak 

berimbang antara pihak yang berperkara.27 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Asas kesalahan yang dianut dalam teori pertanggungjawaban pidana 

terfokus pada kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana sebagai 

bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, terjadinya 

pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak 

 
27Indah Febriani dan Theta Murty, “Penguatan Lembaga Kehakiman Sebagai Salah Satu 

Upaya Perbaikan Kualitas Hukum Di Indonesia,” Jurnal Simbur Cahaya (Juni 2019), hlm. 18 
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pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur 

tindak pidana tersebut. 

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hakikat yang dibentuk 

oleh aturan hukum pidana untuk mewujudkan mekanisme pemidanaan 

terhadap pelanggaran norma dari sebuah tindak pidana. Roeslan Saleh 

berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terikat dalam dua aspek 

falsafah, salah satunya adalah keadilan, dalam hal ini keadilan memberikan 

tekstur yang lebih konkrit terhadap pertanggungjawaban pidana itu sendiri. 28 

Pengertian tindak pidana pada dasarnya tidak mencakup pengertian 

pertanggungjawaban pidana, analogi yang muncul adalah apabila seseorang 

melakukan suatu perbuatan dapat langsung dipidana, tentunya hal ini tidak 

dapat disimpulkan demikian dikarenakan harus dikaji apakah dalam perbuatan 

tersebut ada unsur pidana yang dipenuhi atau ada unsur kesalahan, maka 

apabila unsur tersebut terpenuhi tentu perbuatan tersebut dapat dipidana. 

Definisi pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dapat 

disebut sebagai “criminal liability”. Pada dasarnya pertanggungjawaban 

pidana diartikan sebagai suatu tindakan untuk menentukan apakah seseorang 

dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang terjadi. Dengan 

kata lain akhir dari penentuan tersebut merupakan pertimbangan bahwa 

seseorang akan dipidana atau dibebaskan. Apabila seseorang tersebut 

melakukan tindak pidana haruslah memenuhi unsur kesalahan dan terpidana 

mampu bertanggung jawab, dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan, dan 

 
28 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2012), hlm. 10. 
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tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela dan tersangka mengakui 

perbuatan tersebut. 29 

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan 

bertanggung jawab seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, 

terjadinya pertanggungjawaban pidana tersebut karena didahului oleh suatu 

tindak pidana yang mana telah disepakati oleh masyarakat bahwa perbuatan 

tersebut dilarang dan tercela. Sebagai akhir dari penolakan masyarakat 

tersebut, terhadap orang yang melakukan perbuatan dilarang akan dicela, 

dikarenakan terdapat pilihan lain yang sebenarnya dapat dilakukan oleh 

terpidana. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme 

pemidanaan antara hukum pidana dan pelanggaran yang dilakukan seseorang 

terhadap konsekuensi penolakan masyarakat pada perbuatan tercela. 

 

G. Kerangka Konseptual 

Kerangka Konsep Pada Hakikatnya adalah suatu pedoman yang 

mengarahkan kepada hal yang lebih konkret dari kerangka teori dimana seringkali 

masih bersifat umum. Kadangkala kerangka konseptual masih saja berbentuk 

umum sehingga diperlukan suatu definisi teknis yang akan menjadi acuan konkret 

pada proses penelitian nantinya.30 

 

 

 

 

 
29 Ibid, hlm. 75. 
30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1984), hlm. 133. 



22 
 

 
 

1. Sistem Peradilan Pidana 

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa “Sistem peradilan pidana 

merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemidanaan.”31 dijelaskan 

kembali oleh Romli Atmasasmita bahwa sistem peradilan pidana (criminal 

justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi 

kejahatan, menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar 

berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. “Pengendalian kejahatan agar 

masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi 

terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. 

Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada 

selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat 

pasti tetap akan ada kejahatan”.32 

Sistem peradilan pidana mengenal adanya istilah “due process of law” 

yang artinya adalah proses hukum yang adil serta layak. Istilah ini menandakan 

bahwa hukum itu penerapannya lebih luar daripada peraturan Perundang-

Undangan formil. Pemahaman terhadap keadilan proses hukum merupakan 

penghormatan akan hak-hak yang melekat pada manusia sebagai warga 

ataupun masyarakat, walaupun manusia itu sendiri bisa menjadi pelaku tindak 

pidana.33 

 
31 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan 

Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi, (Jakarta: Fakultas Hukum Unversitas 

Indonesia, 1993), hlm. 1 
32 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif 

Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, (Jakarat: Penerbit Bina Cipta, 1996), hlm. 15. 
33 Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan, 

Kumpulan Karangan Buku Kelima (Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga 

Kriminologi UI, 2007), hlm. 8. 
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2. Peninjauan Kembali (PK) 

M. H Tirtaamijaya menjelaskan “herziening” atau Peninjauan 

Kembali (PK) adalah jalan mengoreksi dan memperbaiki putusan yang 

berkekuatan hukum tetap dan merupakan hak terpidana ataupun ahli warisnya, 

sebagaimana yang dijabarkan oleh Muladi bahwa yang dimaksud dengan PK 

pada dasarnya memohon agar dilakukan perbaikan atas kekeliruan atau 

kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusan. Implementasi formil hukum 

acara pidana sebagai suatu proses yang harus dirangkai dan dijalankan secara 

realistic dan secara “actual enforcement” merupakan sebuah diskresi dan tidak 

dapat dihindari karena keterbatasan hukum itu sendiri, sekalipun dilakukan 

monitoring secara terpusat yang memberikan umpan balik positif.” Sistem 

peradilan pidana tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya sarana dalam 

menjalankan pemidanaan terhadap pelaku tindak kejahatan secara efektif, 

dikarenakan masih adanya pelaku tindak pidana berada di luar kerangka proses 

peradilan pidana.34 

Lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan penuntutan 

dalam hal ini Kejaksaan, memiliki peranan sebagai pelindung kepentingan 

negara dan umum. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang 

bertugas membina serta menjaga hukum pidana materiil dan hukum pidana 

formil dapat ditegakkan secara adil dan bijaksana.35 

 

 
34 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 2015), hlm. 18. 
35 Ristu Dermawan, “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan 

Bebas Dalam Perkara Pidana” (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hlm. 15. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai salah satu cara yang 

dilakukan oleh penulis untuk memecahkan suatu masalah yang menjadi objek 

penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

bahan hukum dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara 

yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti 

cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang 

lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis 

artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis.36 Berdasarkan uraian diatas, maka berikut 

adalah metode dalam penelitian ini: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan tipe 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk 

mengemukakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan 

karakteristik ilmu hukum.37 Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu 

penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau 

 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta.CV, 

2013), hlm. 12. 
37 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan 

Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 12. 



25 
 

 
 

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap 

orang. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah 

yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (bahan hukum 

sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Penelitian jenis ini yang disebut legal research. Dalam 

penelitian ini penulis mengacu kepada jenis penelitian normatif yang bersifat 

deskriptif yaitu penelitian normatif dapat diartikan sebagai suatu prosedur 

pemecahan masalah yang diteliti dengan melukiskan keadaan objek atau 

subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasar pada fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.38 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara 

menelaah semua Undang-Undang dan semua regulasi yang bersangkut 

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.28 Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang- Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

 
38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1984), hlm. 12.  
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b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka 

akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu 

yang dihadapi.39 

 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan dengan cara mengkaji 

serta menemukan hubungan kausalitas antara Peraturan Perundang-

Undangan serta regulasi yang berhubungan terhadap masalah hukum 

yang dihadapi, pengkajian yang dilakukan bisa berupa menganalisis 

pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam merumuskan putusan 

akhir yang telah berkekuatan hukum tetap.40 

3. Sumber-Sumber Bahan Hukum 

Berkesesuaian dengan jenis penelitian yang penulis gunakan yakni 

penelitian normatif (doktrinal), sumber bahan hukum yang digunakan penulis 

adalah bahan hukum sekunder yang pada dasarnya berbentuk karya ilmiah, 

buku-buku, serta sumber bahan hukum berupa yurisprudensi putusan 

 
39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 20. 
40 Ibid, hlm. 24. 
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terdahulu yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, adapun sumber 

bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan Primer 

Bahan Primer yakni bahan hukum berupa norma yang mengikat 

serta menjadi pedoman utama dalam membahas permasalahan karena 

dikeluarkan pemerintah berupa Undang-Undang.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai 

berikut:  

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana;  

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi; 

Selain regulasi di atas, Penulis juga menggunakan analisis pendekatan 

putusan hakim, putusan ini bertujuan untuk membantu penulis dalam 

meneliti permasalahan hukum dalam penelitian ini, adapun putusan yang 

penulis gunakan, yaitu :  

1) Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009; 

2) Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009; 

3) Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016. 
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b. Bahan Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai hal-hal yang mendukung penjelasan bahan hukum 

primer dan dijabarkan dalam bentuk karangan hukum, buku-buku, jurnal 

ilmiah hukum, hasil penelitian terdahulu, website dan hasil karya ilmiah 

tertentu yang mendukung penulis dalam mengkaji permasalahan. 

c. Bahan Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kamus istilah Hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dalam 

penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum 

sekunder melalui identifikasi buku-buku, literatur, artikel, atau hasil 

penelitian terdahulu serta bahan lain yang masih ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dan memeriksa atau 

menelusuri peraturan Perundang-Undangan, bahan pustaka, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan 

dengan isu hukum yang dihadapi. Setelah dilakukannya pengumpulan bahan-

bahan hukum ini, selanjutnya dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum 

yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan 

hukum yang bersifat primer, sekunder, tersier, serta melakukan analisis isi 

terhadap bahan hukum yang di kumpulkan yang bersangkutan dengan 
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permasalahan penelitian, selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis 

sehingga menjadi bahan hukum yang siap di analisis. Dalam penelitian ini 

juga mencari peraturan Perundang-Undangan mengenai kewenangan jaksa 

penuntut umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali, menganalisis 

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan 

Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009. 

 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dengan 

mengorganisasikan bahan hukum berdasarkan pola tertentu yang diolah 

berdasarkan cara analisis kualitatif dengan menguraikan regulasi yang 

berkaitan dengan permasalahan berdasarkan fakta hukum yang dihadapi, 

kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan suatu 

permasalahan yang diteliti secara nyata apa adanya dan transparan dengan 

dihubungkan dengan bahan hukum yang digunakan. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode pada penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah 

secara induktif. Metode induktif adalah proses berpikir untuk menarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum atas dasar hal-hal yang bersifat khusus 

(fakta).41 Proses ini dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan 

yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas pada penyusunan 

argumen yang diakhiri dengan pernyataan kesimpulan yang bersifat umum.42  

 
41 Ditjen Dikti, Metodelogi Penelitian : Masalah Penataran Dan Loka-Karya (Bengkulu: 

Universitas Bengkulu, 1997), hlm. 1. 
42 Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 35. 
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